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Pasal 4

"~ Maka persidangan badan boleh memutuskan bila banyaknya
anggota yang bersidang sekurang-kurangnya lima orang dengan
Ketua.

Pasal 5

Segala keputusan yang telah diambil demikian haruslah
ditandatangani oleh Ketua Badan Hukum Syarak serta turut
ditandatangani oleh anggota-anggota Badan. Setelah itu akan
dimajukan kepada Kita untuk diteguhkan.

Pasal 6

Apabila Ketua Badan Hukum Syarak (Imam) berhalangan,
maka dalam hal-hal yang amat penting, yang mana urusannya
tak dapat ditunda sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3
di muka, maka Penghulu akan menjadi ganti Ketua.

Pasal 7
Peraturan (Instruksi) ini berlaku untuk sementara mulai

pada hari ini.
Seri Sultan Bima
ttd.
Muhammad Salahuddin

Instruksi ini ditetapkan di Bima pada tanggal 16 Mei 1949.

Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Kesultanan
Bima tetap menjalankan tugas seperti semula, meskipun dalam
keadaan yang serba sulit.

- Pada masa peralihan di bawah Pemerintahan Negara Indo-
nesia Timur (NIT), Kesultanan Bima mengikuti perundang-
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undangan NIT, yang pada dasarnya tetap memperlakukan
peraturan-peraturan sebelumnya dengan penyesuaian-penyesuai-
an yang perlu menurut tuntutan pada masa itu. Setelah ber-
gabung dengan Republik Indonesia, Kesultanan Bima sepenuh-
nya tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia.

Dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
tentang penghapusan daerah-daerah swapraja, maka berakhirlah
keberadaan Kesultanan Bima. Dengan pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II (kabupaten) di seluruh Indonesia, Bima
menjadi kabupaten, Daerah Tingkat II Bima, salah satu dari
enam kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Setelah menjadi Daerah Tingkat II, Bima tetap menjadi
daerah penghasil produk-produk pertanian seperti beras, jagung,
kacang kedelai, bawang, garam, ikan bandeng, asam, kemiri,
dan sarang burung; di antaranya ada yang diekspor ke daerah-
daerah lain di Indonesia. Ekspor ke luar negeri tidak dapat
lagi secara langsung, tetapi harus melalui Surabaya atau Jakarta.
Kerbau dan kuda pun masih menjadi bahan ekspor ke luar
daerii terutama bawang dan garam menjadi hasil terbesar dari
daerah Bima yang selain ke Surabaya, juga menjadi kota tujuan
perdagangan adalah Banjarmasin dan Palembang.

Hanya kayu supang pada zaman dahulu menjadi penghasilan
daerah yang paling vital yang menjadi monopoli dari pihak VOC
sudah tidak disebut-sebut lagi, demikian pula kayu jati Bima
yang sangat terkenal akhir-akhirnya sudah sulit dicari.

~Angkutan yang dipergunakan adalah perahu layar dan
perahu layar bermotor yang dibuat oleh orang-orang Bima
sendiri dari kayu hasil hutan, perahu-perahu ini melayani selain
ke barat, juga mengangkut bahan-bahan bangunan dan hasil
bumi ke timur sampai ke Propinsi Timor Timur.

Sementara beberapa waktu yang lalu pelayaran angkutan
penumpang di laut agak berkurang, masyarakat Bima bepergian
melalui darat, melalui Sumbawa kemudian menyeberang ke
Lombok, Bali, Banyuwangi terus ke Jakarta. Demikian ramai-
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nya frekuensi perjalanan tersebut disebabkan banyak pemuda/
pelajar yang menuntut ilmu di Jawa dan Makassar sehingga
sejak tahun 1966 dirintis penerbangan “Merpati Nusantara
Airlines” ke Bima, dan kini Bima menjadi daerah transit pe-
nerbangan rutin yang ramai sekali untuk daerah-daerah bagian
timur, yaitu Bajo, Flores, (Manggarai), Ruteng, Larantuka,
Kupang, bahkan saat-saat ini ada hubungan langsung pener-
bangan Bima Yogyakarta — Denpasar.

Dalam mengikuti laju pembangunan daerah tersebut di atas
agaknya pembangunan yang menyangkut pelestarian nilai-nilai
kebudayaan masih belum dapat ditangani sejajar dengan bidang-
bidang lain terutama oleh yang berkepentingan di daerah
sendiri. Sementara itu peninggalan-peninggalan budaya ber-
tambah hilang ataupun yang masih ada bertambah tidak me-
nentu kepengurusannya. Misalnya di Bima masih ada bekas
Istana Sultan terakhir dan barang peninggalannya yang cukup
berharga. Sampai dipilih untuk pameran kebudayaan di luar
negeri. Barang-barang tersebut sangat dinilai tinggi oleh orang-
orang yang melihatnya dan dapat mencerminkan nilai ke-
_budayaan yang tinggi yang pernah hidup di suatu daerah kecil
di Indonesia.

Lain halnya dengan kesenian. Apabila peninggalan-pe-
ninggalan lain berbentuk barang nyata dan setiap waktu dapat
dilihat dengan mata, sebaliknya kesenian tidak dapat dinikmati
setiap saat, karena harus diadakan dan dipentaskan. Untuk

mengadakannya saja sudah sulit, karena Kkesenian yang asli.

tinggal kenangan, dan masih satu dua orang saja yang masih
menyimpan ingatan bagaimana kesenian yang sebenarnya di
zaman dahulu. Dengan ingatan yang disambung-sambung
dapatlah diciptakan tarian yang hampir serupa dengan yang
asli; Namun tetap ada hambatan besar, yakni instrumen atau
musiknya sudah tidak dapat dimainkan kembali karena orang-
orangnya (Bumi Sumpio) sudah terlalu tua, dan sejak dihapus-
nya daerah Swapraja terhenti pulalah kegiatan kesenian tra-
disional, kecuali beberapa permainan rakyat yang masih di-
mainkan di kampung-kampung.

puncgs 3l cabeldipsoraaiinedo s sewsgager o jiggy
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Sebagian tarian-tarian klasik Bima ternyata sudah dimain-
kan sejak zaman kejayaan Kerajaan yang dapat dibaca di dalam
naskah lama yang menceriterakan suatu upacara keramaian di
Istana dengan berbagai tarian.

Di dalam naskah yang bersangkutan ditulis secara rinci
mengenai pakaian-pakaian adat yang dikenakan oleh berbagai
pangkat hadat Kerajaan, yang dipakai oleh Sultan sendiri,
Jeneli, Tureli, Bumi, dan Jena, yang disertai dengan warna-
warnanya, kerisnya, dan jenis-jenis permainan yang dipertunjuk-
kan pada saat itu.

Beruntung sebagian dari naskah-naskah peninggalan Sultan \
Bima dapat diselamatkan dari- kepunahan dan kini dalam |
keadaan masih bisa dibaca. Hanya sayangnya, karena naskah-
naskah tersebut tertulis dalam aksara Arab Melayu, maka tidak

banyak lagi orang bisa membacanya.



BAB V
KESIMPULAN UMUM

Setelah uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil be-
berapa kesimpulan berikut :

5.1 Banyak hal yang berguna dan belum pernah diketahui yang
dapat terungkap dari isi naskah-naskah lama pada umumnya

dan naskah Bima pada khususnya, yang beberapa di antara-
nya dimuat di dalam tulisan ini. Selain sejarah dan latar be-
lakang kehidupan sosial budaya masyarakat daerah Bima,
dapat pula diketahui pandangan kehidupannya yang ber-
sangkutan dengan kesadaran hukum dan keadilan.

5.2 Naskah-naskah yang tercantum dalam Bab I adalah contoh
pengaturan hukum adat yang telah berlaku berabad-abad
lamanya, kecuali Naskah 5 yang merupakan perjanjian de-
ngan pihak Belanda yang ditegaskan kembali dan diperba-
harui menurut keperluan dan kebutuhan waktu pada saat
diperlukan. Semua keputusan hukum, baik berupa hukum
yang menyangkut kebijaksanaan Pemerintah, hukum yang
dijatuhkan terhadap kasus-kasus kejadian, maupun hukum
tentang pengaturan kesejahteraan (dalam arti sosial ekono-
mi) orang banyak (termasuk warisan, kelahiran, dan sebagai-
nya) merupakan hasil musyawarah hadat yang dihadiri oleh
Sultan dan atau Raja Bicara sebagai Kepala Hadat yang di
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dalam sebagian naskah disebut dengan Wazir al-Mu’azam,
Tureli, Jeneli, Bumi, dan Jena yang bersangkutan. Termasuk
di dalamnya hukum yang mengatur kesyahbandaran, bea
cukai, sewa pelabuhan, dan keselamatan kapal atau perahu
di laut beserta dagangannya. Demikian pula perjanjian an-
tara Sultan I dan pengikut-pengikutnya yang setia tetap
disalin ulang oleh Sultan-Sultan berikutnya agar keturunan-
nya mengetahui dan tetap menjunjung tinggi perjanjian
tersebut. Dengan demikian terjalinlah semacam cinta setia
yang tidak terhapuskan sampai zaman sekarang ini.

5.3 Dari rumusan penyalinan ulang dapat diketahui bahwa pe-
aturan yang disalin bermula dari Sultan terdahulu yang di-
sebutkan dalam naskah, sehingga naskah Hukum Bicara
Undang-Undang Bandar Bima” adalah pembaharuan dari
naskah ”“Peraturan Kesyahbandaran dan Kelautan” yang
pemah ada pada zaman Sultan I, Sultan Abdul Kahir
yang memerintah pada tahun 1620—1640. Pada zaman itu
Sultan sudah berpegang pada peraturan yang telah ada dan
hanya menambah dengan penetapan pembebasan keturunan
Pendekar Islam bangsa Melayu dari pembayaran bea dan

* cukai dalam bandar Bima.

5.4Motivasi Hukum Syara’ Dana Mbojo (hukum adat tanah
Bima) bersumber pada falsafah tua yang bernilai tinggi, yang
menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan perikeadilan.
Hukum adat ini dirumuskan dalam bentuk bahasa yang
mempunyai cirikhas daerah. Hal ini terlihat dari kalimat-
kalimat yang meskipun bahasanya bahasa Melayu, susunan
kata-kata di dalamnya mempunyai arti dan makna ter-
sendiri. Kelihatannya hukum adat Bima berpegang pada
falsafah bahwa bertambah tinggi derajat seseorang, bertam-
bah besar pula tanggung jawabnya sebagai panutan dan con-
toh yang patut ditiru oleh masyarakat. Oleh karena itu, apa-
bila seorang anak Raja (istilah di dalam naskah) berbuat ke-
salahan atau pelanggaran, maka hukum dendanya akan lebih
berat daripada seorang hamba yang berbuat kesalahan. Pada
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masa itu masih terdapat golongan hamba (budak) yang ber-
asal dari orang-orang yang dirampok. Hamba di Bima sen-
diri keadaannya jauh dari keadaan ditindas seperti di tempat
lain. Mereka sama sekali tidak diperlakukan kasar atau da-
lam keadaan tertekan. Mereka dianggap sebagai pembantu
biasa dari majikannya, bahkan bisa jadi statusnya mening-
kat karena perkawinan atau dapat mengumpulkan harta
sendiri. Demikian tulisan D.F. van Braam Morris di dalam
”Nota van Toelichting’’, halaman 200. '

5.5 Masalah pertanahan dan lahan sawah, yang di dalam naskah
disebut bandang, telah diatur sejak * abad ke-15, dengan
menetapkan cara-cara rakyat membuka tanah pertanian
dan lahan-lahan mana yang boleh dijadikan tanah sawah
hadat. Demikian pentingnya masalah pertanian dan peter-
nakan, sampai-sampai ada aturan terperinci mengenai ta-
naman apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh orang
lain atau ternak orang lain, sedangkan mengenai temak ada
peraturan tersendiri. Apabila ada yang terdapat mati, ma-
salahnya diselesaikan secara benar, sehingga siapa yang ber-
salah dalam hal itu, akan dikenakan sanksi, yakni denda
berupa real atau suku.

5.6Dari pasal-pasal yang diatur tersebut, tergambar suatu prin-
sip larangan merugikan orang lain walaupun dalam bentuk
seringan-ringannya. Membuat orang lain terkejut sehingga
orang yang bersangkutan menderita luka berat, luka ringan,
atau meninggal, misalnya, maka tindakan tersebut dapat
dikenakan sanksi denda. Apabila hanya membuat terkejut
saja (yang teringan), dendanya dalam bahasa Bima adalah:
Kaleli sabua, mangge satembe, artinya: ’Kemiri sebiji, asam
setangkai’. Hukuman ini mengandung arti kiasan sebagai
berikut: Setiap yang rusak atau terganggu, wajib dikembali-
kan sebagaimana semula. Andaikata tidak mampu memba-
yar denda yang ditetapkan, cukup dengan kemiri sebiji
dan asam setangkai, sebagai lambang menyambung kembali
silaturrahmi yang telah terputus. Kebetulan pohon kemiri
dan pohon asam tumbuh berlimpah ruah di Bima sejak da-
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hulu kala dan buahnya dipergunakan sebagai obat tradisi-
onal.

5.7 Sejalan dengan perkembangan dan perubahan ketatanegara-
an di Indonesia pada abad XX, berubah pulalah susunan
wilayah Pemerintahan Bima. Sebelumnya, semasa Pemerin-
tahan Hindia Belanda, kontrak terakhir antara Pemerintah
Hindia Belanda, dan Zelfbestuur Bima, yang ditandatangani
pada tanggal 13 Desember 1938, menyebutkan wewenang
Pemerintah Kerajaan Bima untuk mengatur urusan pelabuh-

- an, pelayaran, dan lain-lain. Hak-hak ini dihilangkan dan di-
ganti dengan yang tersebut di dalam Lampiran IV kontrak
tersebut sebagai berikut: :

1. Hak memberikan surat laut, pas kapal, dan surat kapal
yang lain.

2. Hak mengatur pelayaran laut.

3. Hak polisi pelabuhan dan urusan pelabuhan.

4. Hak penerangan pesisir, pembuatan tanda alur, pen-
jawatan pandu, serta segala sesuatu yang berhubungan
dengan hal melindungi dan mengatur pelayaran kapal.

Meskipun dalam keadaan kekuasaan yang terbatas,
Pemerintah Kesultanan Bima pada periode pra—Perang
Dunia II dapat mempertahankan peranannya sebagai pusat
kegiatan Pemerintahan dan perdagangan di Indonesia bagian
timur. Pelabuhannya menjadi pelabuhan samudera, tempat
kapal-kapal pengangkut hasil bumi dan hewan langsung
melakukan ekspor ke luar daerah dan ke luar negeri.

Hubungan antarbangsa yang terjadi membawa daerah ini
ke tingkat kemajuan yang cukup berarti pada masanya
dengan posisi kota Bima sebagai kota pelabuhan yang me-
megang peranan sebagai titik sentral antara timur-barat
dan utara-selatan.

5 8Dapat disimpulkan bahwa konstelasi Pemerintahan Ke-
sultanan Bima dari awal sampai akhir tetap untuk dan ber-
laku efektif, meskipun selalu mengalami rongrongan dan
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tekanan-tekanan dari pihak Belanda, yang sedikit demi
sedikit menembus benteng ketahanan Pemerintahan Ke-
sultanan dengan mengurangi kewenangan di segala bidang.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
tentang penghapusan daerah-daerah swapraja di Indonesia,
Daerah Swapraja Bima (nama daerah Kesultanan Bima
setelah kemerdekaan Republik Indonesia) diubah statusnya
menjadi Daerah Kabupaten Tingkat II Bima, salah satu
dari enam kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat.

5.9Untuk menghadapi perkembangan'kemajuan ilmu penge-
tahuan dan teknologi modern yang berjalan sangat cepat,
hendaknya kita dapat meningkatkan kemampuan mem- :
bangun di segala bidang, di samping meningkatkan citra
kerja yang mantap dengan menghimpun aspirasi yang
hidup di daerah. Potensi yang ada di daerah Indonesia bagi-
an timur sangat besar. Sumber daya alam dan sumber daya
manusianya perlu dimanfaatkan untuk mencapai tingkat
pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

5.10 Sangat diperlukan perhatian yang besar terhadap naskah-
naskah lama, terutama kaum muda, agar sambungan sejarah
dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus. Minat
membaca naskah-naskah di bagian Indonesia Timur ini harus
dibangkitkan, baik yang ditulis dengan huruf Arab, huruf
Arab Melayu, huruf daerah.

5.11 Salah satu faedah membaca isi naskah lama adalah ber-
tambahnya ilmu pengetahuan kita dalam berbagai bidang,
antara lain yang menyangkut budi pekerti seperti yang ter-
cantum di dalam naskah berikut ini.

Bismillahi Alrahman Alrahim.

Dengan nama Allah aku mulai membaca kitab Tuhan yang
murah lagi mengasihani. Segala puji dari Allah menjadikan
Raja yang adil isi sorga na’im dan Sultan yang dhalim isi neraka
jahanam. Dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kita

7 |
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Nabi Muhammad saw. dan atas segala keluarganya dan segala
sahabatnya sekalian.

Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu risalat
dipindahkan di dalam kitab Syamsul Almaarif, yang besar dan
segala kaum yang mengetahui segala ilmu ini bagi imam ber-
nama Ahmad anak Ali bangsanya Bone, telah disucikan Allah
nyawanya, perkenankan olehmu, ya Allah.

Pasal pada mengatakan daripada hal segala perbuatan yang
bernama Sultan itu bahwa wajib atasnya memeliharakan negeri-
nya dan rakyatnya dan mendirikan Hukum Syarak Allah Taala
dan istiadatnya segala Raja-raja yang marhum.

Maka surat memeliharakan negeri itu bahwa dijagakan
masuk fitnah dalamnya atau mencuri dan merampas atau ber-
dendah atau sabung dan segala nama pengaturan dan menjual
atau beli apiun.

Maka memelihara rakyatnya seolah-olah memeliharakan
atau makande akan negerinya; dan memeliharakan negeri itu
meneguhkan negerinya bersedia dengan senjata yang bagus
dengan lengkap dengan obat dan pelurunya dan membanyakkan
laskarnya dan meneguhi segala pakar negerinya dan disuruh
tempati satu menterinya yang besar pada tiap-tiap satu kam-
pungnya supaya jangan sampai binasa. Dan supaya memberi
hebat pada mata: manusia lagi bertambah-tambah mulia mar-
tabatnya nama Sultan lagi masyur wartanya pada segala negeri
yang asing. Dan melengkapkan menterinya orang laki-laki
lagi merdeka dan budiman dan sempurna bijaksana daripada
ilmu agama dan ilmu adat, lagi berani dengan akalnya bukan
berani dengan hawa nafsunya, lagi tiada boleh akan harta Raja-
nya dan tiada tamak akan harta rakyatnya.

Dan tiada takut memberi ingat atau mengajarkan Rajanya
apabila perkataan atau perbuatan itu Rajanya menyalahi hukum
syarak atau hukum adat danlagi keras agamanya dan kuat ia
berbuat ibadah dan meramaikan negeri Rajanya dengan menger-
jakan sunnah Rasul Allah. Dan menyegerahkan barang apa pe-
rintah Rajanya dan jangan khianat akan harta Rajanya dan
mendirikan barang hukum Rajanya.
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Dan membanyakkan malunya dan takutnya akan jalan yang
ia sepatutnya bahwa ia jangan takut membuka mulut di hadap-
an Rajanya daripada segala jalan yang benar jikalau dibunuh
oleh Rajanya sekalipun. Maka demikianlah sifat kelakuan orang
yang dijadikan menterinya oleh Sultannya, supaya selamat
negerinya dan sejahtera segala rakyatnya daripada sekalian
perbuatan yang maksiat dan supaya tetap di dalam perbuatan
taat dan ibadat.

Bermula apabila Tuan Sultan berkehendak menjadikan
orang digelarkan menterinya, maka wajib ia mencobakan da-
hulu supaya nyata segala perangainya dan kelakuannya. Apabila
akhir kebajikannya, maka dinaikkan atas pangkat gelarang yang
menteri dan apabila akhir kejahatan padanya, maka jangan se-
kali-kali menjadikan menteri orang itu, dari karena jalan itulah
membinasakan hukum agama atau hukum adat. Dan apabila
telah binasa hukum dan adat maka rusaklah negeri dan apabila
dan rusaklah negeri niscaya rusaklah rakyatnya dan apabila
rusak rakyatnya, niscaya binasa rusaklah menterinya dan
apabila binasa menterinya maka binasalah Sultannya, maka
apabila rusak hukum syarak Allah Taala binasalah dunia dan
akhirat tak dapat tiada masuk di dalam neraka.

Dan apabila binasa hukum adat Raja yang marhum, niscaya
banyaklah fitnah dan perbantahan dan kelaparan dan banyak-
lah rakyatnya yang ke luar berpindah pada negeri yang lain,
maka jatuhlah atas kerugian Sultannya dan mehalallah segala
makanan atau buah-buahan daripada hal dhalim Sultan dan
menterinya. Dan apabila Sultan mengerjakan binasalah jadi
daif kerjaannya dan jadi miskin segala rakyatnya, seperti firman
Allah Taala di dalam Quran:

Wa maa kunnaa muhlikil qura’
illa wa ahluha dhaalimuun.

Artinya:

Dan tiada ada kami membinasakan segala negeri itu melain-
kan daripada sebab Sultan dan menterinya berbuat dhalim.

| ]
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Maka artinya dhalim itu bukan hukum Allah yang dihukum-
kan atau bukan adat yang benar yang diadatkannya.

Bermula surat lagi diri Sultan itu yaitu empat perkara:

— Pertama, jangan suka duduk dengan orang perempuan.

— Kedua, jangan duduk dengan kanak-kanak.

— Ketiga, jangan duduk dengan orang fasik, artinya orang
minum tuak dan makan apiun dan butur dan bersabung.

— Keempat, jangan duduk dengan orang munafik, artinya
yang tiada mau ia sembahyang dan puasa atau membagikan
harta zakatnya atau orang yang semata bicara dunia zakiat.
Dan apabila Sultan duduk dengan sifat orang yang demikian
itu niscaya binasalah hukum syarak atau hukum adatnya
dan hilanglah akalnya dan pikiran yang halus lagi jernih
dan bertambah-tambahlah keruhamahnya. dan masuklah
seterusnya daripada manusia atau daripada jin.

Demikianlah isi salah satu naskah yang mengandung syarat-
syarat untuk menjadi seorang pemimpin pada masa lalu.




DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik
1985 Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta : Gajah
Mada University Press.

Amin,Ahmad
1971 ’Sejarah Bima : Sejarah Pemerintahan dan Serba-
serbi Kebudayaan Bima.” Jilid I dan II. Bima.

Bram Morris, D.F. van.
1891 ’Nota van Toelichting Behoorende bij het Con-
tract Gesloten met het Landschap Bima op den

20 Sten Oct. 1886.” TBG

Chambert—Loir, Henri
1982 Syair Kerajaan Bima. Jakarta : Lembaga Pendidikan
Perancis untuk Timur Jauh (EFEO).

Cense, A.A.
1978 “Maleise Invioeden in het Oostelijk Deel van de
Indonesische Archipel.” BKI 134 : 415 —432..

Damste, H.T. .
1941 ”’Islam en Sirih Puan te Bima (Soembawa) Atjehsche
Invloeden?” BKI 100 : 55 - 70.

Hitchcock, Michael J.
1987 The Bimanese Kris : Aesthetics and Social Value.”
BKI 143 : 125 -- 140.

117




118

Kusumaatmadja, Mochtar
1978 Hukum Laut Internasional. Bina Cipta.

Mulyadi, S.W.R.dan H. St. Maryam R. Salahuddin
1990 Katalogus Naskah Melayu Bima I Bima : Yayasan
' Museum Kebudayaan Samparaja.

Noorduyn, J.
1987a ’Bima en Sumbawa : Bijdragen tot de Geschie-
denis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door
A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer.” Dordrecht Holland:
Foris Publications. VKI 129.

1987b ’Makassar and the Islamization of Bima.” BKI
143 : 312 --342.

Nooteboom, C.
1950 ’Enkele Feiten uit de Geschiedenis van Manggarai
(West-Flores).” Bingkisan Budi : 207 - 211. Leiden;
A.W. Sijthoff s’Uitgeversmaatschappij N.V.

Razak, Abd. Daeng Patunru
1983 Sejarah Gowa. Makasar : Yayasan Kebudayaan
Sulawesi Selatan.

* Salahuddin, H. St. Maryam R. dan H. Abdul Wahab H. Ismail
1988 Pemerintah Adat Kerajaan Bima : Struktur dan
Hukum: >’ Mataram : Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat.

Sardjono, Sapto
1985 Hukum Dagang Laut bagi Indonesia. Jakarta :
Simplex.

Zollinger, H.
1850 ' ’Verslag van eene Reis naar Bima en Soembawa,
en naar eenige Plaatsen op Celebes, Saleijer en

Floris, Gedurende de Maanden Mei tot December
1847. Batavia : Lange. VBG 23—1.




BKI

TBG
VBG

VKI

Dafatr Singkatan

EFEO :

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde.

Ecole Francaise d’Extreme—Orient.

Tijdschrif vorr het Binnerlandsch Bestuur.
Verhandelingen van het Bataviaasch Gensotschap
van Kunsten en Wetenschppen.

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde.

R . DD R R




120

viug -

1wl e WrET e =
lvxad-e
MYDONYVE ‘C uyry Srewrn, e
nQWOC “§ wszrdnGey CIDY fc| C
T T BECTE Y b R i o wziPene TR TEVITE STE R
- XnTTe2s T frrunt Y
YIONIH NYLIOV]T = ev 10 ) avurs O

: urgueIaldy

NN
=
n~
=
. o
- ] :
tz o,
$o 7 * E
A o,
o = }
1(\\!:1 Gawt I vbunes
2 e
= o \.\
= —
e T -
- ©
et -
% w
~

“ SETETus = T
¥

!

n

AX—1avay ‘'VMVERNNS NV1Nd Id
ONMI NVVIVIININVVIVIIN LVSNd




bora-bora
ela

karoto
lawili
ndo’o

raba ro lapa

siri puan

to’i
tonda Jeneli

DAFTAR KATA SUKAR

nnw uwnnn

pegawai-pegawai
pengikut

leher, kerongkongan
dada

petak sawah, helai
pengairan sawah

upacara keramaian adat untuk ‘mera-
yakan Maulid Nabi Muhammad saw.
dengan mengangkat usungan besar siri
puan. '
kecil

Petugas-petugas di Kejenelian (Kecamatan)




Daftar Arti Kata Pangkat Hadat
Kerajaan Bima menurut Urutan Jabatannya

Seri Sultan

Raja Bicara

Raja Sakuru
Tureli (5 orang)

HW o -

Jeneli (10 orang)
Bumi Luma (2 orang)
a. Bumi Luma Rasana :
b. Bumi Luma Bolo
7. Bumi Renda

N W»n

8. “Bumi NaE (12 orang)
9. Rato Parenta
10. Bumi Nggeko (16 orang)

11. Nenti Mone (12 orang) :

dikepalai:
a. Ompu Toi
b. Ompu Cepe

Raja dan Kepala Pemerintahan
Kepala Pemerintahan Hadat

. Anggota Pemerintahan Hadat
: Majelis Anggota Dewan Pemerin-

tahan

. Kepala Distrik

Kepala Hadat

. Wakil Kepala Hadat
- Kepala Pasukan Kerajaan dan

Panglima Perang.

- Pembantu Jeneli dan merupakan

Wakil Jeneli

: Kepala rumah tangga istana Sul-

tan

Yang bertugas dalam istana dan
berjaga secara bergilir

Petugas penjaga atau pesuruh da-
lam istana

. Kepala
: Wakil Kepala
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12.

13

14.
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c. Anangguru Parewa : Pembantu

d. Anangguru Partiga : Pembantu

Dari adalah suku; ade empat dari yang kepalanya mendu-
duki jabatan dalam Kerajaan Bima:

a. Jena Luma Mbojo
b. JenaMone

¢. Jena Luma Bolo
d. Batadadi

Mereka dengan bawahannya mempunyai pekerjaan tetap,
antara lain tugas sewaktu Maulud (Sirihpuan), pada hari
raya mereka bekerja di dalam istana Sultan.

Yang mengepalai bawahan-bawahan ini adalah:

a. Bata Jero

b. Mbangi Kuta

c. Mbangi Tuntu

d. Pata Asi.

Mbangi adalah pesuruh yang mengurus dan menyampai-

kan perintah yang turun dari Bumi Luma.
Kepala Mbangi disebut Mbangi NaE, yaitu:
a. Batanggampo sebagai Kepala
b. Batajuru sebagai Wakil.
Mbangi bawahan ada 17 orang yang dibagi dalam 3 kelom-
pok :
(1) Mbangi bawahan Bumi Luma RasanaE 6 orang antara
lain:
Bata Bolo sebagai Kepala
Bata Tonggondoa dan seterusnya.

(2) Mbangi bawahan Bumi Luma Bolo 6 orang.
(3) Mbangi bawahan Raja Bicara S orang.

Anangguru adalah sebagai Hulubalang (Perwira)

1—-8 Anangguru Mbojo.
9—10 Bumi Sumpi Mbojo dan Bolo.
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Tugas mereka selain berjaga di istana pada waktu keramai-
an kerajaan seperti Maulud (Sirihpuan) mereka bermain
tandok (bahasa Bima: siri) merek® bertanggung jawab pada.
Bumi Renda.

15. Jena adalah pasukan berkuda

1 — 12 : JenaJara Asi sebagai Kepala
Jena Jara Kapa adalah Wakil Kepala dan seterus-
nya

13 dan 14: Punta Jara Asi adalah pesuruh Jena Jara Asi Pun-
ta Jara Kapa adalah pesuruh Jena Jara Kapa.

.Kepala Dar (Suku) Sajeneli namanya Tonda Jeneli ada se-

belas orang: 1-8 : Tonda Jeneli Mbojo
Tonda Jeneli Sape dan seterusnya
9-11: Jena

. Bumi Bangkapupa dengan bawahannya beberapa orang, juga

mempunyai pekerjaan sebagai “empat Dari”.

. Untuk mengerjakan kayu emas dan besi keperluan kerajaan,

ditunjuk petugas-petugas:

a. Bumi Ncawu (tukang kayu), dikepalai oleh Bumi Jero
dengan 4 orang pejabat lain.

b. Bumi Ndede Masa (tukang emas) 4 orang
Bumi Ndede Masa Mbojo dan seterusnya.

c. Bumi Ndede Besi (tukang besi) 4 orang
Bumi Ndede Besi Mbojo dan seterusnya

. Bumi Silu dan Gendang adalah petugas kesenian dan tarian

dalam istana Sultan dengan tukang musik: Bumi Sampio,
Bumi Silu Mbojo, dan seterusnya sampai enam orang di-
tambah dengan tukang gendang.

. Pejabat Agama/Hukum Syara adalah Imam, Khatib, dan

Lebe NaE serta bawahannya.

Pimpinannya adalah ”Qathi”.

Khatib ada empat: Khatib Tua, Khatib Karoto, Khatib
Lawili, dan Khatib Toi.







